BAB V
PENUTUP

51 KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada
bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai
berikut :

1. Beleidsregel (peraturan kebijakan) tidak termasuk ke dalam suatu
peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki peraturan
perundang-undangan yang disebutkan di dalam pasal 7 ayat (1) dan
pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Hal yang membuat beleidsregel
(peraturan kebijakan) bukan merupakan suatu peraturan perundang-
undangan adalah dikarenakan beleidsregel (peraturan kebijakan)
tidak didasari pada kewenangan pembuat undang-undang atau
karena pembuat beleidsregel (peraturan Kkebijakan) tidak
mempunyai kewenangan perundang-undangan.

2. Oleh karena beleidsregel (peraturan kebijakan) bukan merupakan
suatu peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung
seharusnya tidak memiliki wewenang untuk mengujinya.
Mahkamah Agung hanya memiliki wewenang untuk menguji suatu
Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Beleidsregel
(peraturan kebijakan) seharusnya diuji di Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) dan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Baik (AAUPB) sebagai tolak ukur pengujiannya.

5.2 SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut:
1. Perlu untuk dirumuskan secara jelas mengenai pengaturan suatu

beleidsregel (peraturan kebijakan) yang menyatakan secara jelas



bahwasanya beleidsregel (peraturan kebijakan) bukan termasuk ke
dalam suatu peraturan perundang-undangan dan perlu dalam materi
muatannya untuk dibedakan dengan materi muatan dari suatu
peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan suatu
kerancuan yang dapat terjadi dalam membedakan suatu beleidsregel
(peraturan perundang-undangan) dan peraturan perundang-
undangan.

. Mahkamah Agung harus lebih jeli, selektif dan konsisten dalam
memilah dan memilih apa yang seharusnya dapat menjadi suatu
objek uji material sehingga tidak ada lagi selain suatu peraturan
perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi yang di uji di Mahkamah
Agung.
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